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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا alif a tidak dilambangkan 
ب ba b bc 
ت ta t tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج jim J je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha k ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
xi 
 
س sin s es 
ش syin S es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ھ ha y ha 
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ء hamzah „ apostrof 
ي ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huru
f Latin 
N
ama 
َ ا 
fathah a a 
َ ا 
kasrah i i 
َ ا 
ḍamma
h 
u u 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf 
Latin 
N
ama 
 َي 
fatḥah 
dan yā’ 
ai a 
dan i 
 َو 
fatḥah 
dan wau 
au a 
dan u 
Contoh : 
  َْفي  ك : kaifa 
  َلْى ھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat 
dan Huruf 
Nama Huruf 
dan Tanda 
Nama 
...ي َ َ|ا ... 
Fathah dan alif 
atau ya’ 
a a dan garis 
di atas 
ي 
Kasrah dan ya’ i i dan garis 
di atas 
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 َو 
Dammah dan wau u u dan garis 
di atas 
Contoh  
 َتا  ي: mata 
ًَ ي  ر : rama 
ََْمْي ق : qila 
َ َتْى  ً  ي : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 
dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 
"h".  
Contoh:  
َ َلَ  فْط لأْا  َة  ض  و  ر : raudal al-at fal 
ََ ة ه  ضَا فنْا  َة ُْيَ  د  ً ْن ا : al-madinah al-fadilah 
ة ً ْك  حْن ا        : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
ا َُّب  ر: rabbana 
ا ُْي َّج َ: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya. 
Contoh: 
َ ة ف  سْه فْن ا: al-falsafah 
 َد لا بْن ا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah  
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dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
َ َتْر  ي أ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو  ر  ْيأ ت: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 َءْي  ش: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  
dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafz al-Jalalah (ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ََ َّالََّ  ٍ ْي  د Dinullahا بههَّنا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-
jalalah,  ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْى ھَََ َّالََّ ة  ً ْح  رَْي فHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
     Wa ma Muhammadun illa rasul 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H   = Hijrah 
M   = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   = Wafat tahun 
QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
Nama  : Nurul Azizah  
NIM    : 10100115100 
Judul   : Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perundang-Undangan Dan 
Syariat Islam (Studi Analisis Perbandingan)  
 
 
Skripsi ini membahas tetang hak dan kewajiban suami istri dalam Perundang-u 
ndangan dan syariat Islam (study analisis perbandingn). Dalam pelaksanaan hak dan 
kewajiban suami istri keduanya belum memahami secara baik tentang hak dan 
kewajibannya terhadap pasangannya dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat 
tentang hak dan kewajibannya sehingga tidak sedikit dari pasangan suami istri selalu 
saja menuntut hak-haknya untuk terpenuhi dan tidak menjalankan kewajibannya 
sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik. Berdasarkan uraian diatas, maka 
penulis merumuskan pokok permasalahan “Hak dan kewajiban suami dan istri yang 
diatur dalam perundang-undangan dan Syariat Islam dan perbandingan keduanya”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri 
sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan dan Syariat Islam juga mengetahui 
perbandingan keduanya berdasarkan  literatur-literatur  terkait.   
 
Penulis  menggunakan  jenis  penelitian kepustakaan (library research) yaitu 
suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi  dan  menjadikan  data  
yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  tertulis. Kemudian  menganalisis  sumber-
sumber  literatur  yang  berkaitan  dengan  materi  dan difokuskan pada masalah yang 
dibahas. Setelah  membaca  beberapa  referensi  maka  penulis  mendapatkan  
pembahasan bahwa, dalam hal hak dan kewajiban suami istri dapat dipahami bahwa 
hak suami adalah kewajiban istri, sedangkan hak istri adalah kewajiban suami, dan 
begitupula sebaliknya dalam hal kewajiban masing-masing. 
  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri dalam 
perundang-undangan dan syariat Islam mempunyai perbandingan yang sangat 
signifikan. Diantaranya, (1) Dalam Undang-Undang mempunyai keterbatasan tidak 
dijelaskan secara rinci, hanya menyinggung hak dan kewajiban yang bersifat umum. 
Dalam Syariat Islam mengatur secara menyeluruh dari segi moril dan materil dan 
juga mengatur adab-adab suami terhadap istri begitupula sebaliknya. (2) Dari segi 
unsur kejiwaan; Unsur ini dalam Syariat Islam adalah yang paling kuat 
dibandingkan dengan perundang-undangan atau peraturan lainnya di seluruh dunia. 
(3) Dari segi moral; Syariat sangat mementingkan sekali untuk menjaga moral. 
Sedangkan undang-undang kurang memberi perhatian kepada moral (akhlak). (4) 
Dari segi sumber; Sumber Syariat Islam ialah Allah SWT., adapun sumber 
Perundang-Undangan buatan manusia, maka mereka adalah manusia-manusia yang 
menyusun perundang-undangan itu sendiri. Hak dan kewajiban suami istri dalam 
perundang-undangan hanya menyebutkan beberapa hak dan kewajiban secara umum 
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sedangkan dalam syariat Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara 
mendetail. Sehingga menurut penulis lebih efisian jika pemerintah menerapkan hak 
dan kewajiban suami istri dalam syariat Islam dalam masyarakat.    
 Implikasi penelitian diharapkan kepada calon pengantin agar lebih memahami 
apa hak dan kewajibannya terutama yang ada dalam syariat Islam agar dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik juga untuk mencegah timbulnya 
konflik di kemudia hari. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan 
adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 
berkembang biak dan melestarikan hidupnya.1 
 Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan hidup 
berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana 
firman-Nya dalam Q.S Az-Zariyat/59: 49: 
               
Terjemahnya: 
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat akan kebesaran Allah Swt..2 
 Nikah menurut bahasa; al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul. 
Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. 
Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut 
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan 
kelamin atau bersetubuh3 Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, 
                                                             
 1Muhammad Saleh Ridwan, Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 7. 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya. 
 
3Animous, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, 1994), h. 456. 
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hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda 
dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karna mengandung keabsahan 
secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah 
adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab 
(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (penyataan dan 
penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai 
bersetubuh. 
 Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan 
perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk 
membentuk suatu bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang 
sejahtera. Para ahli fikih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara 
keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij. Zakiyah Darajat yang 
memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: 
 َ امُهاَنْعَم َْوأ ِجْيِوْزَّتلا َِوأ َِحاكِّنلا ِظْفَلِب ٍءىْطَو َةَح َاِبإ ُن َّمَضَتَي ُدْقَع 
Artinya: 
Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin 
dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya. 
Pengertian-pengertian diatas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu 
kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 
yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu 
mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan 
perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya 
perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga 
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memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan 
seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.4 
 Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: 
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan 
adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah 
atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.5 
 Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara  
seorang laki laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat 
dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak 
dan kewajiban masing masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab 
tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing masing, maka hikmah dari perkawinan 
yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan 
tercapai. Padahal Allah SWT. telah menunjukkan bahwa salah satu hikmah dari 
adanya perkawinan tersebut dalam firman Nya Q.S. Ar Rum/30: 21:  
                          
               
 
                                                             
4
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenamedia, 2003), h. 9. 
 
5
 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqhi Munakahat, (Cet. 4: Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 
h.8. 
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Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.6 
  Ayat tersebut menjelaskan bahwa tiap-tiap orang dari sepasang suami istri itu 
akan memperoleh kesenangan dan ketentraman jiwa serta hidup rukun dan damai 
dengan pasangannya. Keadaan ini akan membawa ke arah perpaduan rasa cinta kasih 
dan saling berbagi rasa. 
 Apabila akad nikah telah berlangsung, maka menimbulkan suatu ikatan sakral. 
Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku 
suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami 
atas istri, dan hak istri atas suami. Termasuk di dalamnya adab suami terhadap 
istrinya. 
 Untuk mewujudkan itu semua, maka kedua belah pihak, baik suami atau istri 
perlu memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. 
Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 228: 
 ...                             
 
                                                             
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya 
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Terjemahnya: 
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.7 
 Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan juga mempunyai 
kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami 
yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau 
setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami 
mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, 
sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut.8 
 Keduanya tidak diperbolehkan berbuat semaunya sendiri. Karena 
berpasangan, maka sudah seharusnya dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut 
harus dilandasi dengan beberapa prinsip, diantaranya kesamaan, keseimbangan dan 
keadilan diantara keduanya.  
Dalam pembinaan perkawinan dalam masyarakat beragama, disamping factor-
faktor lainnya, ada dua prinsip yang harus dipegangi yaitu hukum atau undang-
undang dan agama atau Syariat Islam. 
                                                             
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya, h.  
8
 Anonim, “Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri dalam Islam” Official Website Of 
Darulauliyah. http://darulauliyah.com/hak-kewajiban-pasangan-suami-istri-dalam-islam/ (6 Januari 
2019). 
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Undang-undang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara 
yang telah dinyatakan harus tunduk pada hukum atau undang-undang. 
Syariat Islam adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar 
dipedomani dalam berhubungan dengan tuhannya, dengan sesamanya, dengan 
lingkungannya, dan dengan kehidupan.9 sumber keyakinan dan pegangan paling 
penting yang menyangkut keimanan dan keyakinan akan kebenaran dan keagunan 
Tuhan atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. 
 Akan tetapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, ummat Islam 
sendiri masih banyak yang belum memahami secara baik tentang hak dan 
kewajibannya terhadap pasangannya dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat 
tentang hak dan kewajibannya sehingga tidak sedikit dari pasangan suami istri selalu 
saja menuntut hak-haknya untuk terpenuhi dan tidak menjalankan kewajibannya 
sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik dan ketidak harmonisan dalam rumah 
tangga yang mengakibatkan terjadinya perseteruan. Padahal Undang-Undang 
Perkawinan telah lama berlaku di Indonesia dan di Syariat Islam itu sendiri telah 
diatur hak dan kewajiban suami dan istri. 
  Hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan dan Syariat Islam 
mempunyai perbandingan yang signifikan. Dari kenyataan tersebut maka 
terdoronglah penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hak dan Kewajiban 
Suami Istri dalam Perundang-Undangan dan Syariat Islam (Studi Analisis 
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 Ahmad Rofiq,  Hukum Islam Indonesia, (Cet:IV; Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000), h. 4. 
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Perbandingan)”. Guna untuk menemukan pedoman mana yang paling efektif dalam 
mencapai tujuan dalam berumah tangga. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok 
permasalahan “Bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri yang diatur dalam 
perundang-undangan dan Syariat Islam”. Dari rumusan pokok masalah tersebut, maka 
penulis mengangkat submasalah, yaitu : 
1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Syariat 
Islam? 
3. Bagaimana perbandingan hak dan kewajiban suami dan istri yang diatur 
dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Syariat Islam? 
C. Pengertian Judul 
Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan 
dalam menginterpretasikan, maka penulis perlu memberi batasan dan kata yang 
dianggap penting sebagai berikut:  
1. Hak dan kewajiban 
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, dan kewajiban adalah 
sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
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2. Suami istri 
Suami istri adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara kedua 
belah pihak bukan muhrim dan telah disatukan dalam suatu ikatan 
perkawinan. 
3. Dalam Perundang-undangan  
Dalam perundang-undangan maksudnya adalah yang disebutkan atau yang 
dijelaskan didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.  
4. Syariat Islam 
Syariat Islam adalah ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah 
untuk umat manusia yang disampaikan dengan perantara Nabi Muhammad 
SAW10 yang mencakum hukum dan peraturan islam yang mengatur seluruh 
kehidupan umat manusia.  
Dengan adanya beberapa pengertian diatas maka lahirlah sebuah judul “Hak 
dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan dan Syariat Islam (Studi 
Analisis Perbandingan)”. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud 
dari judul diatas adalah hal-hal yang mesti dilaksanakan dan diberikan suami kepada 
istrinya begitula sebaliknya, istri kepada suaminya. 
D. Kajian Pustaka 
Guna  menunjukkan  keaslian  dan  tidak  adanya  duplikasi  karya  tulis  
ilmiah, maka  perlu  adanya  pengkajian  terhadap  beberapa  kajian  yang  berkaitan  
dengan penulis skripsi ini.  
                                                             
10
 Muh. Akmal, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan (UU 
No. 1 Tahun 1974) dan Syariat Islam”. Skripsi. Mangkoso: Fakultas Syariah UI-DDI ADDARIAH, 
1981. 
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 Kajian mengenai hak dan kewajiban suami dan istri sudah banyak dilakukan 
oleh penulis-penulis terdahulu, baik yang berupa perbandingan atau pun tidak. 
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini terdapat beberapa buku yang 
membahas mengenai hak dan kewajibab suami dan istri.  Seperti  buku  karya  
Muhammad Saleh Ridwan, “Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional” (2014). Buku ini berisi paparan tentang pernikahan. Dalam  buku ini 
memfokuskan tentang seputar jenis-jenis perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan 
pandangan hukum, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum nasional, sehingga 
jelas mana jenis perkawinan yang dibolehkan dan mana jenis perkawinan yang 
dilarang. Sedangkan yang penulis  
 Buku karya Abdul Rahman Ghozali, “Fiqih Munakahat” (2003). Buku ini 
berisi tentang pernikahan dalam Islam. Penulis memfokuskan tentang hal-hal yang 
mendasar dari perkawinan seperti peminangan, akad, walima dan sebagainya. 
Sedangkan penulis membahas tentang perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974. 
 Buku karya M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, “Fiqhi Munakahat” (2014). 
Buku ini membahas tentang pernikahan dan masalah yang terkait dalam pernikahan 
dari akad nikah sampai bubarnya suatu pernikahan. Sedangkan penulis membahas 
tentang syarat dan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
Buku karya Ahmad Rofiq, “Hukum Islam Indonesia” (2000). Buku ini 
membahas tentang penikahan, warisan, maupun shadaqah, hibah, dan waqaf. 
Sedangkan penulis membahas tentang Syariat Islam. 
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Selain buku terdapat juga skripsi yang membahas tentang hak dan kewajiban 
suami dan istri. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Akmal, “Hak dan Kewajiban Suami 
dan Istri dalam Undang-Undang (No.1 Tahun 1974) dan Syariat Islam” (1981). 
Dalam skripsinya Muh. Akmal memaparkan hak dan kewajiban suami istri dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam. Sedangkan penulis membahas 
tentang perbandingan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 dan Syariat Islam. 
Dari beberapa buku dan skripsi ya ng trlah diuraikan diatas belum ada yang 
membahas tentang perbandingan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Syariat 
Islam jadi penulis tertarik untuk menelitinya. 
E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Untuk mengumpulkan data, penulis mengambil metode library research 
sebagai dasar penelitian, yaitu dilakukan secara analitis dan mendalam terhadap 
pokok masalah yang menjadi objek penelitian dan juga tipe yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berangkat dari data dan fakta 
yang sesuai rujukan. Penelitian ini ditujukan agar dapat menganalisa secara 
mendalam dan detail tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-
undangan dan Syariat Islam. 
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2. Metode Pendekatan  
Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah normatif dan yuridis11 
pendekatan normative digunakan untuk memahami masalah-masalah dengan melihat 
dan mendasarkan pada teks Al-Quran maupun As-Sunnah serta hasil ijtihad sebagai 
upaya pembenaran atau pemberian norma terhadap masalah yang didekati, sedangkan 
pendekatan yuridis digunakan untuk memahami teks dan kandungan isi undang-
undang dan teori-teori hukum yang berkenaan dengan permasalahan perkawinan. 
3. Metode Mengumpulkan Data: 
Berdasarkan pedoman penelitian (library research), sehingga dalam upaya 
mendapatkan hal-hal yang diperlukan penulis menempu berbagai cara diantaranya 
membaca buku-buku dan karya tulis ilmiah, termasuk tulisan-tulisan yang dipublikasi 
di berbagai media cetak, seperti makalah, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 
Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau 
teknik pengumpulan data seperti yang dijelaskan diatas, sehingga proses penelitian 
dapat berjalan dengan lancar. Sumber dan jenis data terdiri referensi kepustakaan, 
kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistic. Secara garis besar data 
tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu diperoleh dari sumber 
referensi, berupa Al-Quran, tafsir, buku fikih, dan undang-undang. 
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 UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makassar: Alauddin 
Press, 2013), h. 16. 
12 
 
 
 
b. Data Skunder 
Data sekunder yakni data yang dapat menunjang dalam proses penulisan yang 
dapat diperoleh dari buku-buku kontemporer dan internet. 
4. Metode Analisis Data 
Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan analisis 
dan interpretasi data yaitu:12 
a. Induktif, yaitu sesuatu penganalisaan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat 
khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 
b. Deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang umum 
kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari pokok masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan 
pokok “Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan 
dan Syariat Islam” dari rumusan tujuan pokok tersebut, penyusunan merumuskan 
tujuan penelitian ini, yaitu: 
a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam 
Syariat Islam. 
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 UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, h. 17.  
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c. Untuk mengetahui perbandingan antara konsepsi hak dan kewajiban suami 
istri yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam.   
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah : 
a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan 
masyarakat umum tentang perbandingan hak dan kewajiban suami dalam 
perundang-undangan dan Syariat Islam.  
b. Memberikan informasi kepada masyarakat, apa-apa saja hak dan 
kewajiban dalam berumah tangga. 
c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 
HAK DAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG 
NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 
A. Proses terjadinya Perundang-Undangan Perkawinan 
Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu masalah yang telah puluhan 
tahun dibahas dan diperjuangkan oleh masyarakat, akan tetapi pada saat itu belum 
mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR. Betapa pentingnya Undang-Undang 
Perkawinan itu bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Hukum perkawinan 
berlaku bagi berbagai golongan di Indonesia. 
Sejak tahun 1928 kaum gerakan wanita Indonesia membahas persoalan-
persoalan dalam peraktek perkawinan, yang terpenting diantaranya perkawinan anak-
anak, kawin paksa, pologami, sewenang-wenang, talak, kurang terjamin anak-anak 
sesudah perceraian, dsb. Meskipun sudah ada peraturan dalam Islam, akan tetapi 
banyak orang yang tidak mentaatinya karna tidak adanya Undang-Undang 
Perkawinan yang memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelanggarannya. 
Setelah merdeka, pemerintah RI menetapkan undang-undang mengenai 
pencatatan nikah, talak dan rujuk (UU No. 22 tahun 1946 jo No. 34 tahun 1954).  
Pengaturan pencatatan perkawinan ini merupakan langkah antisipasi dari negara 
(pemerintah) untuk mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan 
salah satu pihak terutama kaum perempuan.13 
                                                             
 13 Asni, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama Republik 
Indonesia, 2012), h. 211. 
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Dalam tahun 1950 pemerintah membentuk “Panitia Penyelidik Peraturan 
Hukum Perkawinan Talak dan Rujuk”. Panitia nikah, talak dan rujuk yang ditugaskan 
menyusun rencana Undang-Undang Perkawinan. Dalam tahun 1954 telah 
diselesaikan dua rancangan Undang-Undang Perkawinan yang pertama bersifat RUU 
Perkawinan Peraturan Umum dan yang kedua berbentuk RUU Perkawinan Peraturan 
Ummat Islam. 
RUU Perkawinan baru dibahas oleh DPR dalam tahun 1958-1959, tetapi 
permulaan tahun 1960 DPR dibekukan, akibatnya belum ada hasil apapun juga. 
Organisasi-organisasi wanita begitupun masyarakat lainnya melakukan 
desakan terus menerus, misalnya saja oleh Musyawarah Pekerja Sosial (tahun 1960) 
Musyawarah Kesejahtraan Keluarga (Tahun 1960) Komperensi Badan Penasehat 
Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP 4) Pusat tahun 1962 dan seminar 
hukum tahun 1963 (diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau 
LPHN dan Persahi). Semua masyarakat menuntut supaya Undang-Undang 
Perkawinan dapat diundangkan dengan cepat, sebagai dasar utama untuk menjamin 
kesejahteraan keluarga di Indonesia. 
Dalam Komperensi/Training Center BP 4 yang diadakan di Cipayung bulan 
November 1962 antara lain diambil keputusan sebagai berikut: 
”Berhubung dengan laporan-laporan peserta dari seluruh wilayah Indonesia 
dan usul-usul para peserta guna memperbaiki dan memperteguh perkawinan di 
Indonesia. Mengingat pula kenyataan, bahwa tidak adanya Undang-Undang 
Perkawinan yang melindungi kesejahteraan keluarga dalam perkawinan telah banyak 
menimbulkan perpecahan keluarga dengan segala akibat yang merugikan 
kesejahtraan masyarakat dan seterusnya mendesak kepada pemerintah agar supaya 
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segera diundangkan Undang-Undang Perkawinan ummat Islam yang melindungi 
kesejahtraan keluarga dalam perkawinan”.   
Masyarakat mempunyai harapan dan kepercayaan yang besar, bahwa 
Pemerintah Orde Baru akan dapat menyelesaikan masalah Undang-Undang 
Perkawinan terutama setelah dalam keputusan MPRS XXVIII/ 1966 pasal 1 ayat 3 
yang berbunyi dicantumkan supaya segera diadakan Undang-Undang Perkawinan. 
Akhirnya dalam bulan Mei 1967, RUU perkawinan ummat Islam, yang telah 
berkali-kali ditinjau kembali oleh Departemen Agama, oleh pemerintah diajukan 
kepada DPR. Disamping itu, LPHN yang sesudah seminar hukum 1963 ditugaskan 
untuk menyusun RUU Hukum Perkawinan yang berkepribadian dan berjiwa 
pancasila, telah menyelesaikan RUU tentang pokok-pokok mengenai perkawinan, 
RUU tersebut mengatur tentang pokok mengenai perkawinan, sedangkan pelaksanaan 
undang-undang pokok itu diatur dalam berbagai Undang-Undang Perkawinan yang 
khusus mengenai/menurut agama masing-masing, yaitu Undang-Undang Perkawinan 
Ummat Islam, Undang-Undang Perkawinan Ummat Kristen Protestan, Undang-
Undang Perkawinan Ummat Khatolik, dll. Setelah ditinjau oleh Departemen 
Kehakiman, RUU pokok perkawinan tersebut diajukan kepada DPR dalam bulan 
September 1968. Selanjutnya dibahas oleh DPR membahas dua RUU yaitu: 
a. RUU Pernikahan Ummat Islam berasal dari Departemen Agama yang diajukan 
bulan Mei 1967. 
b. RUU tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan berasal dari Departemen 
kehakiman, yang diajukan bulan September 1968. 
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Dari tahun 1967 sampai berakhirnya masa kerja DPR tahun 1971, 
pembahasan kedua RUU itu mengalami kemacetan, karna hanya ditinjau dari segi 
politis saja dan tidak dari segi kepentingan masyarakat, khusunya tidak dari sudut 
perlindungan terhadap keluarga yang beragama Islam. DPR dan pemerintah tidak 
berhasil menyelesaikan RUU Perkawinan, meskipun banyak desakan-desakan dari 
masyarakat. Dalam komperensi BP 4 yang dilangsungkan di Jakarta bulan Mei 1970 
antara lain diputuskan : “Medesak kepada pemerintahan agar menyelesaikan RUU 
Perkawinan Ummat Islam dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pernyataan ini 
oleh sebuah delegasi peserta konprensi tersebut, disampaikan kepada pimpinan DPR 
dan dijanjikan akan diberi perhatian. Dalam bulan Desember 1970 sebuah delegasi 
dari PERWARI sekali lagi mendesak kepada ketua DPR, dan oleh beliau dijanjikan 
akan berusaha sebelum masa kerja DPR berakhir untuk menghasilkan Undang-
Undang Perkawinan itu. Tetapi ternyata janji tersebut tidak terlaksana. 
Pada waktu DPR mengeluarkan hasil pemilihan umum tahun 1971 DPR 
memulai sidangnya, namun kedua RUU Perkawinan itu belum menjadi perhatian 
dalam acara sidang DPR, karena ada RUU yang lain yang dibahas. 
Pemimpin-pemimpin pada saat itu menerangkan, bahwa pembangunan bukan 
saja dalam bidang materil tetapi yang penting juga dalam bidang mental dan spiritual. 
Perlu diperhatikan bahwa keluarga merupakan sendi dasar masyarakat, maka usaha-
usaha untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga akan besar pengaruhnya dalam 
meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan Negara. 
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Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut 
disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pemandangan 
umum serta keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi pada tanggal 
17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan 
Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan 
saran dan usul kepada DPR. Usul tersebut disampaikan berdasarkan adanya anggapan 
bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang perkawinan yang diajukan ke DPR RI 
itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agamis dan bertentangan 
dengan norma agama yang dianut.14  
Menurut Hasan Kamal, setidaknya tedapat 11 pasal yang bertentangan dengan 
ajaran Islam (fiqih munakahat), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat 
(1), Pasal 8 huruf c, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) 
dan (2), Pasal 37, Pasal 46 ayat (c) dan (d), Pasal 62 ayat (2) dan (6).15  
Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan umum 
oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang Perkawinan.Jawaban dari pemerintah 
diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973.16 Pada intinya 
                                                             
14
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), 
h. 4-5. 
15
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Unang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI), cet. I 
(Jakarta: Kencana, 2004), h. 24. 
16 Adapun fraksi-fraksi yang terlibat yaitu Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Fraksi 
Persatuan Pembangunan. Lihat Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 27. 
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pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan kebuntuan terkait 
dengan RUU Perkawinan tersebut.  
Secara bersamaan, untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR 
diadakan lobi-lobi antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dan 
Fraksi PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain: 
1. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah. 
2. Sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan. 
3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan 
dengan Undang-Undang Perkawinan yang sedang dibahas di DPR segera akan 
dihilangkan. 
Adapun hasil akhir Undang-Undang Perkawinan yang disahkan DPR terdiri 
dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti 
dicatat sebelumnya. Sedang rancangan semula yang diajukan pemerintah ke DPR 
yaitu terdiri dari 73 pasal.  
Mengingat bahwa Undang-Undang Perkawinan oleh berbagai golongan 
masyarakat telah dinyatakan sebagai dasar utama untuk menjamin kesejahteraan 
keluarga di Indonesia, maka pada konpersi tersebut lahirlah Undang-Undang 
Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dan pada tanggal 22 Desember 1973 DPR secara 
aklamasi menyerahkan Undang-Undang Perkawinan. 
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Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan maka hak-hak istri dalam 
perkawinan lebih terjamin, terutama dalam hal poligami dan perceraian, tindakan 
sewenang-wenang yang di alami istri akan dapat teratasi. Selama ini poligami dan 
perceraian sukar di cegah, karena tidak adanya sanksi hukum. Tetapi dengan adanya 
Undang-Undang Perkawinan, poligami dan perceraian akan dapat teratasi. 
Pada tanggal 2 Januari 1974 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan disahkan oleh Presiden. Dan setelah berbulan-bulan lamanya masyarakat 
menantikan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan 
itu, akhirnya pada tanggal 1 April 1975 keluarlah peraturan pemerintah No. 9 tahun 
1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Dengan 
keluarnya peraturan pemerintah ini, pemerintah mengumumkan bahwa secara efektif 
Undang-Undang Perkawinan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1975. 
Setelah diberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka ketentuan-
ketentuan tentang perkawinan yang di atur dalam kitab Undang-undang Hukum 
Perdata, Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI), Persatuan Perkawinan 
Campuran (Stb. 1998 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang telah diatur dalam 
Undang-undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 66 Undang-Undang 
Perkawinan). 
B. Sistematika Undang-Undang Perkawinan 
Untuk menggambarkan secara keseluruhan dari pada Undang-Undang 
Perkawinan maka penulis memberikan sistemarika pembahasan sebagai berikut : 
a) Bab I Dasar Perkawinan terdiri dari 5 pasal 
21 
 
 
 
b) Bab II Syarat-Syarat Perkawinan terdiri dari 7 pasal 
c) Bab III Pencegahan Perkawinan terdiri dari 9 pasal 
d) Bab IV Batalnya Perkawinan terdiri dari 7 pasal 
e) Bab V Perjanjian Perkawinan terdiri dari 1 pasal. 
f) Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri terdiri dari 5 pasal. 
g) Bab VII Harta Benda dalam Perkawinan terdiri dari 3 pasal. 
h) Bab VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya terdiri dari 4 pasal. 
i) Bab IX Kedudukan Anak terdiri dari 3 pasal. 
j) Bab X Hak dan Kewajiban antara Orangtua dan Anak terdiri dari 5 pasal. 
k) Bab XI Perkawinan terdiri dari 5 pasal. 
l) Bab XII Ketentuan-Ketentuan lain terdiri dari 9 pasal. 
m) Bab XIII Ketentuan Peralihan terdiri dari 2 pasal. 
n) Bab XIV Ketentuan Penutup terdiri dari 2 pasal. 
Undang-Undang Perkawinan terdiri dari 14 bab 67 pasal 
C. Perkawinan dalam Perundang-Undangan (No. 1 tahun 1974) 
1. Pengertian Perkawinan  
Perkawinan adalah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua 
makhluk, baik manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan 
tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak dan mengenbangkan keturunannya 
sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam.17 
                                                             
17
 Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam, (Makassar: 
Alauddin University Press, 2011), h. 121. 
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Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau 
perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan 
dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa 
ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. 
Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan yang tercantum dalam 
pasal 1 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, maka pada dasarnya antara 
pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut undang-undang tidak 
terdapat perbedaan prinsipal. Adapun pengertian perkawinan menurut undang-undang 
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 18 
Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan seorang pria dan seorang 
wanita harus ada ikatan lahir dan ikatan batin secara terpadu. Ikatan lahir batin itu 
harus ada, ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, tidak dapat dilihat 
namun tetap harus ada. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan 
pembinaan keluarga bahagia dan kekal.19 
Sedangkan perkawinan menurut Ali Afandi adalah suatu persetujuan antara 
seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga atau kekeluargaan.20 Dari 
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 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1980), 
h. 11.  
19Suhardana, Hukum Perdata I, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), h. 89 
20Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1997), h. 98. 
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berbagai definisi di atas baik menurut hukum Islam maupun hukum umum pada 
prinsipnya sama yaitu membentuk keluarga yang bahagia sejahtera serta kekal.  
2. Syarat-syarat Perkawinan  
Syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 
tahun 1974 ditentukan bahwa : perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa dengan perumusan pada pasal 2 
ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi 
golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak 
ditentukan lain dalam undang-undang ini.  
Adapun yang termasuk rukun perkawinan itu adalah, adanya calon mempelai 
pria dan wanita, ada wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah.21 
Namun perlu diperhatikan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan 
sepasang calon suami dan isteri harus sudah cukup dewasa sehat jasmani dan rohani 
serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 
Undang-Undang Perkawinan Nasional menentukan bahwa untuk sahnya suatu 
perkawinan, disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama. Para pihak yang 
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 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 
Liberty, 1986).h. 30. 
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akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan 
dalam Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya. 
Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :  
1. Harus ada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1). 
Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut 
agar suami dan isteri yang akan kawin itu telah dapat membentuk keluarga yang 
kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus 
disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada 
paksaan dari pihak manapun karena persetujuan dari kedua calon mempelai 
merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.22 
Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak ini sangat penting sekali untuk 
membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan 
perkawinan khususnya apabila dilihat dari pihak calon isteri hal ini adalah sesuai 
dengan persoalan emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat sekarang 
mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan.23 
                                                             
22 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat 
Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 45. 
23 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan., h 68. 
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Pasal 6 ayat (1) ini oleh Prof. Dr. Hazairin, SH. Diberi komentar sebagai 
berikut : Pasal 6 ayat (1) mengandung suatu prinsip kebebasan, kemauan yang sangat 
baik. Buat umat Islam ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an.24  
2. Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai 
perempuan sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1).  
Undang-undang menetapkan adanya batas umur perkawinan sebagaimana 
dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk 
mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda dan pemudi yang akan 
melangsungkan perkawinan benar-benar telah masak jiwa dan raganya dalam bentuk 
keluarga yang kekal dan bahagia. Juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
perceraian muda, dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, juga dapat 
menekan laju kelahiran yang cepat yang akan berakibat pertambahan penduduk yang 
cepat pula.25 Kalau umur calon suami isteri tidak diketahui mereka tidak boleh kawin 
kecuali apabila dapat dipastikan bahwa umur mereka sudah cukup.26 
3. Mendapat izin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum 
mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)).  
Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orangtua lagi atau orangtua yang 
bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena berpenyakit, 
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kurang akal, sakit ingatan dan lain sebagainya, maka izin dimaksudkan cukup dari 
orang yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu meyatakan kehendaknya. 
Kalau tidak ada juga izin diperoleh dari wali atau orang yang mempunyai hubungan 
darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup 
dan mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (3-4)). Jika terjadi perbedaan 
pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin tersebut, diantara orangtua yang 
masih hidup, orangtua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orang yang 
memelihara, keluarga dalam hubungan darah, atau salah seorang atau lebih diantara 
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang 
tersebut dan berdasarkan permintaan mereka, maka izin diberikan oleh pengadilan 
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu 
(Pasal 6 ayat (5)).  
Mengenai perlunya izin ini adalah erat sekali hubungannya dengan 
pertanggung jawab orangtua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua 
secara susah payah dalam membesarkan anaknya. Sehingga kebebasan anak dalam 
memilih pasangan hidupnya jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab 
orangtua.27 
4. Antara kedua calon suami isteri tidak ada larangan perkawinan (Pasal 8).  
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 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, h. 66. 
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5. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan lain kecuali bagi calon 
suami apabila telah mendapatkan izin dari Pengadilan untuk beristeri lebih 
dari seorang. 
6. Antara kedua calon mempelai tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali 
jika hukum agamanya menentukan lain (Pasal 10).  
Dalam hal ini bagi orang Islam boleh kawin dengan perempuan yang sudah 
dijatuhi talak tiga kali tetapi telah kawin dengan laki-laki lain secara baik, kemudian 
telah terjadi perceraian dan sudah habis masa iddahnya.  
7. Telah lepas dari masa iddah atau jangka waktu tunggu karena putusnya 
perkawinan (Pasal 11).  
D. Tujuan Perkawinan  
Perkawinan merupakan hal yang sifatnya kodrati berhubungan dengan 
kebutuhan untuk melangsungkan keturunan. Oleh karena itu pemerintah telah 
mengeluarkan suatu aturan yang berkaitan dengan perkawinan yaitu Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah 
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.  
Di dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal diperlukan 
banyak hal untuk mewujudkan tujuan tersebut, diantaranya diperlukan kesiapan lahir 
batin. Kesiapan lahir seperti keadaan jasmani yang akan melakukan perkawinan 
umpamanya yang berkaitan dengan umur.  
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Kesiapan batin misalnya pada perkawinan yang dipaksa oleh orang tua, 
karena diantara mereka tidak ada rasa kasih sayang, maka sangat mungkin sekali akan 
terjadi percekcokan dalam rumah tangga mereka. Apabila percekcokan ini tidak bisa 
didamaikan maka akan berlanjut pada perceraian.  
Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah 
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang 
Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling 
membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 
kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan.  
Tujuan perkawinan yang lain untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan 
ataupun pelacuran. Apabila tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa karena 
dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang.28 
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri 
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan (UU No. 1 tahun 
1974) 
Hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam bab VI uu no. 1 tahun 1974. 
Berikut uraiannya: 
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 Nim Malikhah, “Bab II Konsep Perkawinan Menurut Undang-Undang”, Official Website 
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BAB VI 
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI 
Pasal 30 
Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 
Pasal 31 
1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. 
Pasal 32 
1) Suami istri harus mempunyai tempat dan kediaman yang tetap. 
2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh 
suami istri bersama. 
Pasal 33 
Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. 
Pasal 34 
1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan 
gugatan kepada pengadilan.29 
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 Mardani, Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia), (Jakarta: 
Kencana, 2013), h. 76-77.  
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BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM SYARIAT ISLAM 
A. Perkawinan dalam Syariat Islam  
1. Pengertian Perkawinan 
 Perkawinan adalah suatu cara yang ditentukan Allah sebagai jalan manusia 
untuk melestarikan keturunannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan 
perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. 
 Tuhan tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang 
hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara 
anarki, dan tidak ada aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan 
manusia, Allah menetapkan hukum sesuai dengan martabat manusia. 
 Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat 
dan berdasarkan saling ridha meridhai, dengan ijab kabul dan dengan dihadiri para 
saksi yang menyaksikan kalau keduanya telah saling terikat.30 
Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti 
majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal 
hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. 
Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah 
berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang 
                                                             
 
30
 Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah, (Bandung: PT. Alma‟arif: Cet. II, 1981), h. 5-6.  
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wanita dan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Kata suci di 
sini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh 
untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 
membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan 
bahagia. 
Sedangkan menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah adalah suatu akad yang 
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan 
menurut arti majazi (methaporic) nikah itu artinya hubungan seksual. 
Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya, Hukum Perkawinan dalam 
Islam, Jakarta, CV Al Hidayah 1964, halaman 1, Nikah itu artinya hubungan seksual 
(setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadis Rasulullahyang 
berbunyi: Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). 
(Rawahul Abu Daud).31 
Ulama Hanafiyah mengatakan, pernikahan adalah perjanjian yang 
diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja. 
Ulama malikiyah mendefenisikan, pernikahan adalah akad perjanjian untuk 
menghalalkan meraih kenikmatan dengan waniyta yang bukan mahram, melalui 
sebuah ikrar.32 
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 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 
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 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
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Menurut Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.33 Pertimbangannya ialah sebagai negara yang 
berdasarkan pancasila dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, 
maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kehormatan, 
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur 
batin/rohani juga mempunyai peran yang penting.34 
Beberapa pengertian diatas menampakkan adanya perbedaan. Dimana 
pengertian pertama dan pengertian ke empat condong kepada filsafat sehingga yang 
dijelaskan adalah dasar dan tujuan perkawinan itu sendiri. Sedangkan pengertian yang 
kedua, ketiga dan seterusnya hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan 
hukum dalam hubungan seorang laki-laki dan seorang prempuan yang semula 
dilarang menjadi boleh.  
Dalam kaitan ini, Muammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, 
yang dikutip oleh Zakiyah Daradjat35: 
 َواََعتَو ِةًاْرَْمماَو ِلُج َّرما ََْيْب ِة َْشُْْعما َّلَح ُدْيُِفي ُدْلَع ٍقْوُلُح ْنِم اَم ِْيَْكِماَم َُّدُيَُو اَمُُنُ
 ٍتَابِجاَو ْنِم ِهَْيَلع اَمَو.  
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 Martiman Prodjohamidjojo, Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Cet, II: 
Indonesia Legal Center Publishing, 2003), h. 19. 
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 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 dan Kompiasi Hukum Islam), h. 3 
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 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqhi, (Yogyakarta: Jilid, II, Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 37. 
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Artinya: 
Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan 
keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan, mengadakan tolong 
menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan 
kewajiban bagi masing-masing. 
 Dalam pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, 
melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban. Serta 
bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena 
perkawinan termasuk pelaksana agama, maka di dalamnya terkandung adanya 
tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.  
2. Dasar Hukum Perkawinan 
Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 
manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis 
antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan 
tersebut. 
Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan 
oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para 
Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua 
pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, 
ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para 
sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al_Qur‟an 
QS. Az-Zariyat/51: 49: 
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. . .                 
Terjemahnya: 
… dengan segala sesuatu kami ciptakan dengan berpasang-pasangan 
supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.36 
 Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah 
tergantung pada tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu, Imam Izzudin 
Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu: 
a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya. Maslahat wajib 
bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), Afdal (paling utama) dan 
mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang 
pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, 
dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan ini wajib 
dikerjakan. 
b. Maslahat yang disunnahkan oleh syari’ kepada hamba-Nya demi untuk 
kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat 
maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, maslahat sunnah akan 
sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah. 
c. Maslahat Mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan 
nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: 
“Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih 
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bermamfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebahagian yang lain. Maslahat 
mubah ini tidak berpahala. 
Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat taklif 
perintah (thalabal fi’li), taklif takhyir, dan taklif larangan (thalabal kaff). Dalam taklif 
larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadahan dan mencegah 
kemudaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan 
merusak dan dampak negative yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan 
perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh.  Meski 
pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, 
sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya 
tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan 
muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun 
perkawina itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-
khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan: 
a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan 
menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan 
menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak 
akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. 
b. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu 
melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti 
memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencapuri 
istri. 
c. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia 
masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini 
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maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan 
oleh islam. 
d. Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan 
untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram 
bila tidak menikah. 
 Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, 
menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah 
tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. 
3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan  
Rukun, yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu 
pekerjaan (ibadah), dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti 
membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon 
pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.  
Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu 
pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, 
seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon pengantin laki-
laki/perempuan itu harus beragama Islam. 
“Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”. 
pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 
memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun 
rukun nikah adalah: 
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a. Mempelai laki-laki; 
b. Mempelai perempuan; 
c. Wali; 
d. Dua orang saksi; 
e. Shigat ijab Kabul.37 
Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara 
yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan 
syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu 
syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul. 
Syarat-Syarat Suami 
1. Bukan mahram dari calon istri; 
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri; 
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya; 
4. Tidak sedang ihram 
Syarat-Syarat Istri 
1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang 
dalam iddah; 
2. Merdeka, atas kemauan sendiri; 
3. Jelas orangnya; dan 
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4. Tidak sedang berihram. 
Syarat-Syarat Wali 
1. Laki-laki; 
2. Baligh; 
3. Waras akalnya; 
4. Tidak dipaksa; 
5. Adil; dan  
6. Tidak sedang ihram. 
Syarat-Syarat Saksi 
1. Laki-laki; 
2. Baligh; 
3. Wasar akalnya; 
4. Adil; 
5. Dapat mendengar dan melihat; 
6. Bebas, tidak dipaksa; 
7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan 
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul. 
Syarat-syarat Shugat: Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan 
bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerimaan akad, 
dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakannya ucapan yang menunjukkan waktu 
lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu 
lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang. 
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Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: 
“Kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak“. Kemudian dijawab: ”Saya 
kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. Permintaan dan jawaban itu sudah 
berarti perkawinan. 
Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat 
berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan 
saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “Ya saya terima”. Akad ini sah dan 
berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah. 
Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak 
dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah 
menurut hukum.38 
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam 
a. Tujuan Perkawinan 
Diantara pengertian nikah yang dikemukakan fukaha ialah, dapat dipahami 
bahwa nikah bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan 
kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal. 
Demikianlah maksud perkawinan yang dipahami oleh kebanyakan orang. Dalam 
pandangan Islam bukanlah halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan 
yang tertinggi.39   
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Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh 
keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai 
dan teratur. 
Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan 
dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, 
juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan 
keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar 
tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 
keluarga dan masyarakat. 
Dalam buku Ny. Soemijati, S.H., disebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam 
Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara 
laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia 
dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memeperoleh keturunan yang sah dalam 
masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. 
Dalam bukunya Prof. Dr .Abdul Rahman Gozali, M.A., (Fiqh Munakahat: 
2003). Disebutkan bahwa tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk 
memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera 
dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga: 
sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah 
kebahagiaan, yakni kasih saying antara anggota keluarga.  
Menurut Prof. Dr. Ahmad Shalaby tujuan yang dikehendaki dari perkawinan 
itu adalah sejalan dengan rasa fitrah manusia. Ia menyempurnakan kebutuhan lelaki 
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terhadap perempuan, dan kebutuhan perempuan terhadap lelaki untuk melaksanakan 
perkawinan.  
Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21: 
                            
               
Terjemahnya:  
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.40 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa tiap-tiap orang dari sepasang suami-istri itu 
akan memperoleh kesenangan dan ketentraman jiwa serta hidup rukun dan damai 
dengan pasangannya. Keadaan ini akan membawa ke arah perpaduan rasa cinta kasih 
dan saling berbagi rasa.41 
Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut: 
1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan. 
2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. 
3) Memperoleh keturunan yang sah. 
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 Cari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah 
perkawinan kepada lima hal, seperti berikut: 
1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta 
memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 
2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. 
3) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari 
masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih saying. 
4) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang 
mahal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.42 
 Pada dasarnya inti mengenai tujuan perkawinan di atas tersebut tidak jauh 
berbeda. 
b. Hikmah Perkawinan  
Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan menjadikan manusia 
laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan hewan betina begitupula 
tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup 
berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga 
yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh 
yang tak mungkin putus dan diputuskannyalah ikatan akad nikah atau ijab kabul 
perkawinan. 
Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia 
akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, 
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sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, kebukit sama 
mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, 
terapung sama hanyut, sehingga mereka menjadi satu keluarga. 
Dari pada itu mereka akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat. 
Kemudian keturunan mereka itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan 
keluarga yang baru dan begitulah seterusnya. Dari beberapa keluarga dan rumah 
tangga itu berdirilah kampung, berdirilah desa dan dari beberapa desa lahirlah negeri 
dan dari negeri lahirlah negara. 
Itulah hikmahnya Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi, 
sehingga anak-anaknya berkembang biak meramaikan bumi yang luas ini. Dan Allah 
menjadikan apa-apa yang di bumi ini untuk kebaikan dan kemaslahatan anak Adam 
itu. Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai 
dan teratur itu haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta diketahui 
sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan 
kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta perkawinan (walimah). 
Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan mengenal tiap-tiap 
anak akan bapaknya, terjauh dari bercampur aduk antara satu keluarga dengan yang 
lain atau anak-anaknya yang tak kenal dengan ayahnya. Lain dari pada itu kehidupan 
suami istri dengan keturunannya terun-temurun adalah hubungan yang sangat erat 
dan bersangkut paut bahkan bertali temali, laksana rantai yang sama kuat dan tak ada 
putusnya ketika nak masih kecil dan dipelihara oleh orangtuanya, bila anak sudah 
dewasa dan orangtua sudah lemah dan tak sanggup berusaha, maka dijaga dan 
dipelihara pula oleh anaknya. Begitulah seterusnya turun-temurun, sehingga mereka 
hidup segar, sehat dan makmur. Alangkah malangnya nasib seorang wanita yang 
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menyia-nyiakan kecantikannya diwaktu muda dengan berfoya-foya dengan bergaul 
bebas yang tak terbatas. Dan kemudian setelah habis manis sepah dibuang, maka 
wanita itu akan tinggal seorang diri, tidak ada tidak ada suami yang memeliharanya 
dan tak ada yang menyayanginya, bahkan tidak ada keluarga yang membujuknya, 
seolah-olah ia tinggal dalam neraka dunia, sesudah ia mengecap surga dunia beberapa 
waktu. Demikianlah nasib sebagian wanita-wanita barat yang tak bersuami diwaktu 
muda dan pemuda-pemudanya mogok berkawin karena cukup dengan berfoya-foya 
dan pergaulan bebas yang tak terbatas itu. Sangat berbeda dengan nasib sorang wanita 
yang bersuami waktu mudanya. Setelah dibawa tua, di sampingnya ada suami yang 
memeliharanya dan ada anak yang mencintainya, seolah-olah ia hidup dalam surga 
dunia sejak kecilnya hingga masa tuanya. Inilah hikmah perkawinan, itulah faedah 
mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Lain dari pada itu faedah 
perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya tidak jatuh kedalam lembah 
kejahatan (perzinaan). Karena bila ada istri, disampingnya tentu akan terhindar ia dari 
pada melakukan pekerjaan keji itu. Begitu juga wanita yang disampingnya ada suami, 
tentu akan terjauh dari maksiat tersebut. 
Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, “bahwasanya berkawin lebih 
merendahkan pandangan mata (menjauhkan dari mata keranjang) dan lebih 
memelihara kehormatan (menghindarkan perzinahan)”. 
Ahli medis telah sepakat, bahwa perzinaan itu menyebabkan penyakit-
penyakit kotor, di mana banyak orang yang melakukan pekerjaan keji itu maka 
disanalah muncul penyakit-penyakit kotor.  
Dr. H.W. Miller, M.A, M.D., dalam bukunya: Jagalah kepada kesehatan, 
menerangkan dengan jalan demikian: sifilis atau raja singa dan gonorhoa atau 
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kencing nanah, ialah dua jenis penyakit kotor yang berbahaya dan banyak terdapat di 
zaman sekarang. 
Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan hikmah perkawinan yaitu: yang 
pertama memelihara keturunan, yang kedua menghindarkan kita dari perzinahan, 
yang ketiga agar kita terbebas dari penyakit yang kotor sebagai mana yang disebutkan 
diatas.43 
B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Syariat Islam 
Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-
masing, maka terwujulah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah 
kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan 
terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah. 
Berdasarkan kesimpulan hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, bagi masing-
masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya yang 
di klarifikasi sebagai berikut. 
1. Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri. 
2. Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami. 
3. Hak-hak yang berhubungan antara suami istri. 
Penulis akan menjelaskan dan memaparkannya: 
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1. Hak-Hak Suami dan Kewajiban-Kewajiban Istri 
a. Pemeliharaan 
Islam memberikan laki-laki hak pemeliharaan dengan memperhatikan 
kekuatan dan kesesuaian untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan hukum 
alamiahnya. Dengan memperhatikan pula beban yang sesuai dengan tabiat dan 
kemampuannya dan penuh semangat. Oleh karena itu, laki-laki tanpa ada keraguan 
lebih mampu untuk memberikan perlawanan dan menghadapi kesulitan-kesulitan 
hidup yang alamiah dan kemasyarakatan. 
Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Ini 
membuktikan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan 
rumah tangga. Lalu menuntut perasaan kejiwaan khusus yang mengingatkan 
perasaan-perasaan dengan tanggung jawab atas pemeliharaan dan mengikutinya. 
Termasuk suatu yang tidak mungkin diberikan kecuali pada sifat kelakian dengan 
unsur-unsurnya. Karena perempuan sebagai tempat yang membawa janin dari laki-
laki. Wajib bagi laki-laki untuk menjaganya dari segala gangguan dan 
penyalahgunaan. Hal tersebut tidak sempurna kecuali dengan melakukan dan 
memberikan hak perlindungan dalam masyarakat dengan keberadaan laki-laki dalam 
rumahnya dibawah tanggung jawabnya. 
Dengan ini Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 34:  
                         
   . . . 
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Terjemahnya: 
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah 
Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka . . .44 
b. Taat padanya Selain Maksiat 
Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah menjadikan keluarga 
tenang. Sedangkan perselisihan (ketidak taatan) dapat melahirkan permusuhan dan 
kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayang suami istri, 
mengeraskan hati keduanya dan diikuti hati anak-anaknya. 
ا ُتْرَمَٔلِ ٍدَحَِلِ َدُجَْسي ْن ًَدَحَآ اًرِٓمآ ُتْنُك َْوم َم َص ِ َّللَّا ُلْوُسَر ََلك ْنَآ ِءاَسِّ نم
 ِّقَْحما ْنِم َّنَِْيَْلع ُْمَهم ُ َّللَّا َلَعَج اَمِم َّن ِِجِْزَِلِ َنْدجَْسي 
Artinya:  
Rasulullah SAW bersabda: “sekiranya aku perintahkan seseorang 
untuk bersujud pada yang lain (selain Allah) sungguh aku perintah para 
perempuan untuk bersujud kepada suami mereka karena Allah menjadikan 
hak atas mereka”.  
 Perempuan manapun yang mendurhakai suaminya, baginya laknat allah dan 
semua malaikat. Perempuan yang bermuka masam di depan suaminya maka Allah 
membencinya sehingga ia membuat suaminya tertawa dan ridha kepadanya. 
Perempuan yang keluar rumah dengan tampa izin suaminya maka malaikat 
melaknatnya sehingga ia kembali. 
Perempuan yang taat kepada suaminya tidak akan tersentuh neraka. Adapun 
yang dimaksudkan perempuan yang taat kepada suaminya hanyalah pada batas-batas 
aturan syariat. 
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Jika suaminya menyuruh kepada kemaksiatan seperti berhubungan 
dengannya lewat “dubur” maka ia tidak boleh sepakat dan hal tersebut haram 
baginya. Dan jika ia diperintahkan untuk meninggalkan puasa Ramadhan, haji ke 
Baitullah, atau diperintahkan meninggalkan zakat maka tidak boleh taat padanya. 
Begitu juga, jika ia berhubungan dengannya saat haidh, haram baginya taat kepada 
suaminya pada hal demikian.     
c. Mewajibkan Perempuan Untuk Menetap di Rumah 
Bagi suami selain berkewajiban memenuhi berbagai kebutuhan materi untuk 
kebaikan istrinya, ia juga harus memberikan tempat tinggal tetap untuk berumah 
tangga. Hal ini dianggap kewajiban yang harus dilakukan dan hak-hak suami atas 
perempuan untuk dilaksanakan. Kewajiban untuk memberikan rumah tetap sebagai 
salah satu sebab untuk berkumpul dengannya sebagai nafkah keluarga. 
Adapun kewajiban istri untuk tetap tinggal dalam rumah sebagai hak dari 
hak-hak suami padanya. Istri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya, terjaga 
demi suaminya, demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. 
Jika perempuan tidak memenuhi kewajiban ini dengan tanpa ridha suaminya 
atau dengan uzur syar‟i maka istri menolak dirinya ntuk menerima tanggung jawab 
untuk keputusan dan utang-piutang. Keputusan untuk memutus nafkah dan utang-
piutang dengan menerima dosa-dosa di akhirat. 
Para ulama fiqhi berpendapat bahwa keluarnya perempuan dari rumah 
suaminya dengan tanpa izinnya dan unsur syar‟i maka ia dianggap melanggar, 
sehingga ia tidak mendapatkan nafkah. Berbeda dengan mazhab Zhahiriah yang 
memandang mereka masih mendapatkan nafkah karena adanya akad. 
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d. Hendaknya Tidak Berpuasa Sunnah Kecuali dengan Izin Suami 
Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa perempuan dari suku Khas‟am datang 
kepada Rasulullah saw, lalu ia bertanya: “Wahai Rasulullah ceritakan padaku hak 
suami dan istri karena sesungguhnya aku adalah janda. Jika aku mampu (aku 
melayaninya), dan jika tidak aku tinggal di mana saja”. 
Nabi bersabda: sesungguhnya hak suami atas istrinya jika ia meminta dirinya 
sedang ia di atas punggung unta hendaknya ia tidak menolaknya. 
Termasuk hak-hak suami atas istrinya untuk tidak berpuasa sunnah tanpa 
seizinnya, meskipun ia melakukannya dengan rasa lapar dan haus maka tidak di 
terima puasanya. 
Ia tidak keluar dari rumahnya dengan tanpa izin suami, jika ia melakukannya 
maka malaikat yang membawa kasih sayang dan malaikat yang membawa azab akan 
melaknatnya hingga ia kembali. 
Perempuan itu berkata: “Pasti dan aku tidak akan menikah selamanya” 
e. Tidak Mengizinkan Masuk Orang yang Dibenci Suaminya 
Termasuk hak-hak suami atas istrinya adalah untuk tidak memberi izin masuk 
seorang yang dibenci oleh suaminya. Hal tersebut untuk mencegah berbagai 
kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab rusaknya rumah 
tangga dan terkadang berakhir dengan cara yang tidak diinginkan.   
f. Mengerjakan yang Disukai Suami 
Termasuk hak suami atas istrinya untuk siap bekerja dengan kecintaan 
terhadap suami dan tidak meninggalkan usaha, termasuk dengan apa yang 
diperintahkan untuk mengajari anak-anak perempuan kita khususnya dalam 
pernikahan, yaitu sebagian kebiasaan laki-laki yang dilupakan perempuan untuk 
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saling bekerja sama dengan suami dengan kecintaan terhadap dirinya dan 
menambahkan kehangatan dalam rumah dan ikatan keluarga. 
g. Menepati Suami 
Menepati adalah sikap baik yang harus diutamakan bagi seorang istri dalam 
keindahan penampilan. Istri yang menepati serta halus budi pekertinya, penuh kasih 
sayang adalah yang diinginkan oleh setiap laki-laki dan ingin hidup bersama 
dengannya.  
Hendaknya istri tidak meninggalkan kelembutannya jika ia tertimpa musibah 
atas harta dan fisiknya. Istri berada disamping suami dan berbagi rasa kepahitan 
hidup sebagaimana waktu senang. Telah dikatakan sebaik-baik perempuan adalah 
yang tetap bersama suaminya. Ia ikut kebahagiaan bersama dengan suaminya dengan 
kebahagiaan dirinya termasuk gambaran bahwa perempuan yang menempati 
keagungan.  
h. Bersolek untuk Suami 
Termasuk bagian perbuatan yang disukai laki-laki pada perempuan adalah 
berhias diri untuknya. Hal yang disayangkan, kita melihat mayoritas wanita 
mengabaikan berhias dan bersolek sejak hari kedua dari pernikahan. Ini merupakan 
pengurangan yang buruk. Barangkali istri tidak merasakannya, karena keyakinannya 
untuk menghilangkan beban antara mereka berdua. Akan tetapi, karena ini 
berpengaruh buruk bagi jiwa suaminya. Lebih-lebih jika seseorang berusaha bersolek 
dan berhias ketika ia keluar untuk mengunjungi saudara dan teman-temannya. 
Pada hakikatnya bersolek tidak dimaksudkan kecuali untuk suami dengan 
wewangian karena keinginan suaminya. Ini wajib bagi istri. Hak bagi suami yang 
tidak putus meski telah berlalu, hal ini adalah bagian terbesar dari kehidupan. 
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Adapun tujuan hal tersebut mendorongnya untuk kebersihan dan ketertiban. 
Ia memperoleh kesamaan perasaan dan pengaturan pakaian-pakaian pada pandangan 
yang kosong dari pengaruh pembuatan dan pembebanan. 
Tidaklah mengagetkan di sela-sela perempuan jika ia merasakan kehadiran 
suaminya, sehingga ia bangun untuk bertemu dengannya dengan keindahan 
fenomenanya berupa kebersihan pakaian, wajah yang berseri, dan senyuman. Karena 
sungguh tidak ada perempuan yang menerima suaminya dengan contoh seperti ini 
kecuali ia menghimpun dalam hati suaminya pada tempat tinggi dan kedudukan 
sama. 
i. Mencurahkan untuk Jiwanya 
Termasuk dari hak-hak suami kepada istri hendaknya ia memberikan 
kelapangan waktu untuk mencurahkan jiwa dan pikiran suami. Jika suami seorang 
hamba yang mengabdi kepada-Nya, ia memberikan waktu untuk menenangkan jiwa 
suami untuk beribadah kepada Tuhannya dengan khusyu‟, tenang, dan kehadiran 
hati. Jika suaminya orang yang berpengetahuan maka ia memberikan waktunya 
untuk menelaah, membaca kitab, mengarang, atau berpikir. Sudah berapa banyak 
kami mendengar perempuan-perempuan yang memiliki keutamaan, kecukupan harta, 
memberikan untuk suami mereka waktu untuk membaca, meneliti, dan menelaah 
sebagian yang berpengaruh terpuji dan baik. 
Di sini hendaknya kita segera menjelaskan hal penting dalam arti ini, yaitu 
sebagai berikut. 
Jika kita meminta perempuan untuk meninggalkan suaminya waktu untuk 
membaca, menelaah atau beribadah, hendaknya ia tidak menyia-nyiakan hak 
perempuan kepadanya. Artinya ia bersungguh-sungguh pada dirinya untuk beribadah 
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atau sibuk setiap waktunya dalam membaca, menelaah sehingga istrinya menjadi 
terhalang haknya untuk bersenang-senang dengannya. Karena bagi perempuan 
mempunyai insting bagi laki-laki juga memiliki insting. 
j. Indah dalam Bersolek 
Sesungguhnya bersolek bagi perempuan untuk suaminya merupakan akhlak 
terpuji, perbuatan cerdas, diberikan pahala baginya dengan pahala yang besar dari 
Allah Swt. 
Secara alami bahwa istri jika berbuat baik dalam melayani suaminya, ia 
memiliki indra pada jiwa dan hati suami. Ia teman bersama dalam kehidupan, ia 
tinggal bersamanya dan jiwanya dan menenteramkan hatinya. 
Sebagian dari kebaikan pelayangan perempuan pada suaminya hendaknya ia 
tidak merasa bangga dengan kecantikannya dan tidak merendahkan suaminya karna 
kejelekannya. Telah diriwayatkan oleh Al-Ashma‟I, ia berkata: “Seorang perempuan 
Badui masuk, tiba-tiba aku bersama dengan perempuan yang paling cantik wajahnya 
bersama laki-laki paling jelek wajahnya. Lalu perempuan Badui itu berkata kepada 
perempuan tersebut: “Hai Fulanah, apakah engkau rela menjadi istri orang seperti 
ini?‟  
Lalu perempuan itu berkata: „Haii Fulanah, diamlah. Sungguh buruk 
ucapanmu. Semoga ia lebih baik antara dirinya dengan fisiknya. Semoga kebaikanku 
antara dirinya dan antara fisiknya denganku menjadi pahalanya. Dan semoga 
keburukan dariku dengan penciptaku menjadikannya sebagai hukumanku. Apakah 
engkau tidak rela dengan kerelaan Allah atasku?‟ Maka ia membuatku terdiam!!”. 
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k. Berkabung untuk Suami 
Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya. Jika suaminya 
meninggalkan dunia maka ia tidak berkabung melainkan lebih dari empat bulan 
sepuluh hari. Tidak memakai wewangian, dan berhias pada saat ini. 
Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 234: 
                                     
                       
  
Terjemahnya: 
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya 
(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 
'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 
terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 
perbuat.45 
Maksudnya bagi mereka untuk menunggu perempuan-perempuan yang ber-
iddah karena kematian selama empat bulan sepuluh hari. Jika ia termasuk orang-
orang yang hamil. Jika ia termasuk orang-orang yang hamil maka ia terikat hingga 
melahirkan kandungannya. Mereka menjaga dirinya saat ber-iddah dari melakukan 
pernikahan, memakai wewangian, perhiasan, meninggalkan tempat tinggal ketika 
masih dalam kehidupan pernikahannya. 
 
 
 
                                                             
45
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya. 
54 
 
 
 
l. Bertanggung Jawab atas Pekerjaan di Rumah 
Pekerjaan di rumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan 
dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan, dan 
lain-lain. Begitu seterusnya. 
 
2. Hak-Hak Istri dan Kewajiban-Kewajiban Suami 
a. Mahar 
Mahar adalah suatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau 
yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. 
Allah telah mewajibkan kepada seorang laki-laki sesuai dengan fitrahnya 
sebagai pemimpin bagi keluarga dan bertanggung jawab terhadapnya. 
Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, Ibnu 
Arabi rahimahullah mengatakan bahwa nikah adalah akad yang tergantikan, akad 
antara dua pasangan setiap salah seorang dari keduanya menunjukkan 
pendampingnya, dan memberikan mamfaat baginya sebagai pengganti mamfaat yang 
lain. Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada seorang 
suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan. Dan turunnya 
perintah ini sebagai pengganti diperbolehkan pernikahan dan diwajibkan setelah itu 
dengan ucapan atau dengan mencampurinya. 
Syariat Islam tidak mengikat jumlah mahar dengan batas terendah dan 
tertinggi bahkan mengesampingkannya. Hal itu sesuai dengan kesepakatan kedua 
belah pihak dan kerelaan wanita yang diberikan mahar dan memudahkan dalam 
pelaksanaannya serta memperhatikan keadaan suami. Ia merupakan hak wanita, tidak 
sah untuk menghilangkannya berapapun nilainya.  
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Mahar bukan merupakan harga bagi wanita, tetapi itu adalah ketentuan dan 
syarat untuk memuliakan dan membahagiakannya, Allah berfirman dalam QS. An-
Nisa/4: 4: 
           …  
Terjemahnya: 
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . . .46 
b. Nafkah 
Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan 
kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik istri kaya 
maupun fakir dari teks-teks Al-quran yang memberi kesaksian tentang hal itu 
perkataan Allah yang Maha benar dalam QS. At-Thalaq/65: 7:  
                . . .  
Terjemahnya: 
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.47 
 Firman Allah Swt, dalam QS. Al-Baqarah/2: 233: 
  . . .                 . . .  
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Terjemahnya: 
Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu 
dengan cara ma'ruf.48 
c. Pendidikan dan Pengajaran 
Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi 
laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi 
muslim dan Muslimah. Islam tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai 
antara perempuan dengan peradaban, keagamaan, kemasyaraatan dan hal demikian 
lebih menolong bagi perempuan untuk melakukan tujuannya dalam kehidupan 
sebagai penyempurna pelaksana. Baginya aman dari kesalahan, penyelewengan, dan 
penyimpangan. 
Oleh karena itu, termasuk dalam hak perempuan atas suaminya adalah 
mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haidh, dan 
hendaknya menbacakan pendapat tentang bid’ah dan berbagai kemungkaran dengan 
menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya. Jika tidak, hendaknya ia keluar untuk 
bertanya kepada ulama atau ia bertanya untuk istrinya. Bukanlah bagi suami untuk 
mencegahnya jika ia menginginkannya pengetahuan yang berkaitan dengan pokok-
pokok agama dan dasar-dasar agama, kecuali jika ia telah melaksanakan untuk 
istrinya atau ia bertanya untuk istri. Baginya untuk keluar bersama istri untuk belajar 
bersamanya sehingga ia belajar kebutuhan-kebutuhan agamanya, jika ia menolak dan 
mencegah maka ia sama-sama berdosa. 
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Jika itu tidak tetap dalam pandangan Islam sungguh ia telah memerintah 
untuk mencegah keluarganya dari azab dan menyelamatkan mereka dari kecelakaan 
dunia dan akhirat. Memalingkan mereka pada agama mereka dan memperhatikan 
pelaksanaan mereka dengan berbagai kewajiban dan penyelesaiannya dari larangan-
larangannya. 
Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim/66: 6: 
                        . . .  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.49 
d. Adil dalam Berinteraksi 
Termasuk hak istri atas suaminya adalah keadilan dalam pemberian nafkah 
dan perumahan jika ia memiliki lebih dari seorang istri. Jika ia menetapkan 
hubungan baik yang diperintahkan Allah dengan firman-Nya dalam QS. An-Nisa/4: 
19: 
. . .         . . .  
Terjemahnya:  
Dan bergaullah dengan mereka secara patut.50 
Diriwayatkan dari Aisyah ra. sesungguhnya ia berkata: “Rasulullah Saw 
menggilir antara kita kemudia ia berlaku adil. Kemudian ia berkata: “Ya Allah ini 
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bagianku, terhadap sesuatu yang aku miliki, maka janganlah engkau menyalahkanku 
dengan sesuatu yang aku miliki”. 
Sungguh Rasulullah Saw bersikap adil antara istri-istrinya. Jika ia 
menginginkan bepergian untuk berperang atau lainnya maka ia mengundi di antara 
istri-istrinya. Bagi istri yang keluar sebagian gilirannya maka ia mengambilnya. 
Adil dalam bagian adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para imam 
dengan kesepakatan dan kita tidak mengetahui antara mereka berada dalam 
kewajiban persamaan antara para istri.  
e. Kesenangan yang Bebas 
Ketika seseorang telah memiliki hak suami atas istrinya sebagai ketetapan 
dalam rumah. Hendaknya istri tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan alasan 
yang diterima. Termasuk dari hak istri atas suami untuk menyiapkan baginya 
kesenangan yang bebas. Kebebasan yang tidak melewati batas kerusakan akhlaknya 
dan memutuskan pemberian suami dari istri. Bahkan baginya untuk bersikap sedang 
dan tengah. 
Hendaknya kesenangan istri yang bebas jauh dari larangan-larangan syar‟i. Ia 
tidak bermaksiat kepada Allah dengan mereka. Dengan kemungkinan keluar untuk 
memungkinkan kesenangan dengan memiliki keinginan cerai dan pemandangan yang 
indah. Atau untuk memungkinkan kesenangan yang bebas dengan memelihara diri 
dan akhlak yang utama sebagimana dalam kebahagiaan Ummul Mukminin Aisyah 
ra. atas permainan orang-orang Habasyah. Ia tidak mengkiaskan dengannya sesuatu 
yang ditemukan sekarang ini di tempat-tempat drama, sinema, dan sejenisnya, yakni 
dengan menyaksikan percampuran yang terlarang, memandang keharaman, dan 
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berbagai kerusakan yang tersebar. Dan untuk ketiadaan menjaga diri dan bebas di 
dalamnya. 
f. Tidak Cemburu Berlebihan 
Ketika cemburu menjadi bagian watak hamba, ia termasuk hak istri atas 
suaminya untuk bersikap sedang dalam kecemburuannya. Ia tidak menyampaikan 
keburukan prasangka, kekerasa, dan mata-mata batin. Dengan larangan Nabi Saw 
mengikuti aurat pada perempuan. Dari keadaan ini Rasulullah Saw bersabda: 
“Sesungguhnya termasuk cemburu adalah cemburu yang Allah Swt membencinya 
yaitu cemburunya seorang laki-laki pada keluarganya dengan tanpa keraguan”. 
Cemburu ini bertambah dengan buruknya prasangka yang terlarang darinya. 
Karena sungguh sebagian prasangka adalah dosa. 
g. Berprasangka Baik pada Istri 
Termasuk hak istri atas suami hendaknya ia berprasangka baik kepada istri. 
Hendaknya ia tidak meneliti aibnya sebagai mana larangan Nabi Saw mengenai hal 
tersebut sebagai keutamaan keberadaannya tidak selaras dengan hubungan yang baik. 
Diriwayatkan dari Jabir ra, sesungguhnya ia berkata: Rasulullah Saw 
melarang laki-laki yang mengetuk (pintu) keluarganya pada malam hari dengan 
menuduh mereka berhianat atau menuntut kekeliruan mereka.51 
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3. Hak-hak dan kewajiban yang berhubungan antara suami istri. 
 Hak Bersama Suami dan Istri 
a. Suami istri saling dihalalkan saling bergaul berhubungan seksual. Perbuatan 
ini merupakan kebutuhan bersama suami dan istri yang di halalkan secara timbal 
balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada 
suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak 
boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan 
secara sepihak saja. 
b. Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, 
datuknya (kakaknya), anak-anak dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak 
perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya. 
c. Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, 
bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan; 
yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual. 
d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami. 
e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) yang baik, sehingga dapat 
melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.  
Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 19: 
 ...        ... 
Terjemahnya: 
 … dan bergaullah dengan mereka (istri) secara baik …52 
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 Kewajiban Bersama Suami dan Istri  
 Kewajiban bersama suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 
a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk mengadakan rumah rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari 
susunan masyarakat. 
b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 
c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 
mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya 
dan pendidikan agamanya. 
d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 
e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat 
mengajukan gugatan-gugatan kepada Pengadilan Agama. 
f. Suami Istri harus mempunyai kediaman yang tetap. 
g. Rumah yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.53 
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BAB IV 
ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI 
ISTRI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN SYARIAT ISLAM 
A. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum Barat dan Hukum Islam 
Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. 
Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia ada tiga, dua diantaranya sistem Hukum 
Barat (Perundang-Undang) dan Hukum Islam (Syariat Islam) dan adapun 
perbandingan diantara keduanya ialah sebagai berikut; 
1. Dari segi bentuknya  
Hukum Islam atau biasa disebut Syariat Islam, tidak tertulis seperti halnya 
hukum adat. Artinya, hukum Islam tidak tertulis dalam aturan perundang-undangan. 
Hukum Islam dalam makna fiqhi Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan 
dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad 
saw, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang 
memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan. Hasil 
ijtihad para ahli itu terdapat dalam kitab-kitab fiqhi yang berbahasa arab. Kitab-kitab 
fiqhi tersebut yang diterjemahkan ke seluruh bahasa dan dipelajari oleh orang-orang 
muslim.  
Walaupun hukum Islam (Syariat Islam) ini tidak diberi sanksi oleh penguasa, 
namun ia dipatuhi oleh masyarakat Islam karena kesadaran dan keyakinan mereka,   
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terutama keyakinan para pemimpin atau ulama Islam, bahwa hukum Islam 
adalah hukum yang benar.  
Sedangkan hukum barat tertulis dalam bahasa belanda lalu diterjemahkan 
dalam undang-undang. Dan karena terjemahannya ditulis dalam bahasa Indonesia, 
maka isi dan makna pasal-pasalnya pun telah agak berbeda dengan konsep atau 
pengertiannya semula. 
2. Dari Segi Tujuannya 
Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak 
Allah serta menjauhi larangan-Nya. Seorang ahli hukum Islam terkemuka, Abu Ishaq 
As-Sabati, merumuskan lima tujuan hukum Islam; (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) 
keturunan, (5) harta benda. Terpeliharanya kelima tujuan itu untuk mencapai 
kebahagiaan dunia akhirat. 
Sedangkan tujuan dari hukum Barat, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli 
teori dan filsafat hukum Barat, adalah untuk kepastian hukum dan keadilan hukum. 
3. Dari Segi Sumbernya  
Mengenai kedua sistem hukum tersebut, dapat diketegorikan lagi kedalam (1) 
sumber pengenal, (2) sumber isi, dan (3) sumber pengikat. 
(1) Sumber pengenal 
Sumber pengenal hukum Islam dalam pengertian hukum syariat (Syariat 
Islam) adalah Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw, sumber pengenal hukum 
Islam dalam pengertian hukum fiqih adalah kitab-kitab fiqhi yang memuat hasil 
ijtihad para ahli hukum Islam berdasarkan Al-quran dan kitab-kitab hadis tersebut. 
Dengan demikian, sumber pengenalan hukum Islam tersimpan dengan baik di dalam 
dokumen-dokumen yang terpelihara dari masa ke masa. 
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Sumber pengenalan hukum Barat adalah segala peraturan perundang-
undangan sejak zaman kolonial dahulu beserta segala perubahannya yang dinyatakan 
dalam staatsblad atau Lembaga Negara. 
(2)    Sumber Isi 
Sumber Isi hukum Islam (Syariat Islam) adalah kalam Allah berupa wahyu 
yang terdapat dalam Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw yang tertulis dalam 
kitab-kitab hadis. Di samping itu, terdapat sumber isis ketiga yakni akal fikiran atau 
ra’yu orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan mempergunakan ijma’, 
qiyas dan lain-lain sebagai metode untuk menentukan hukum atau menarik garis-garis 
hukum. 
Sumber isi hukum Barat (perundang-undangan) adalah kemauan penguasa/ 
pembentuk undang-undang. 
(3) Sumber Pengikat  
Yang dimaksud sumber pengikat ialah sumber yang menjadi kekuatan 
mengikat orang untuk melaksanakan atau tidak melanggar hukum tersebut. Sumber 
pengikat hukum Islam adalah iman dan tingkat ketakwaan seorang muslim. 
Sumber pengikat hukum Barat adalah kekuasaan negara yang membentuk 
undang-undang tersebut. 
4. Dari Segi Strukturnya 
Yang dimaksud dengan struktur dalam hal ini adalah tumpukan logis lapisan-
lapisan yang ada pada sistem yang bersangkutan. 
Struktur hukum Islam terdiri dari;  
(1) Nas Al-quran, 
(2) Sunnah Rasulullah, 
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(3) Hasil ijtihad (pemahaman) orang yang memenuhi syarat, 
(4) Pelaksanaannya dalam konkreto oleh masyarakat Islam baik berupa 
keputusan-keputusan hakim maupun berupa amalam-amalan ummat Islam 
(mengenai hukum Islam). 
Struktur hukum Barat yaitu kitab-kitab undang-undang yang dibuat oleh 
lembaga legislatif. Dari kitab undang-undang itu ditarik kesimpulan-kesimpulan 
berupa keputusan hukum oleh para petugas hukum dalam arti yang luas. Dan dari 
keputusan ini lahirlah amalan keputusan tersebut. 
5. Dari Segi Ruang Lingkupnya 
Ruang lingkup yang diatur oleh hukum Islam tidak hanya masalah hubungan 
antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, tetapi juga mengatur 
hubungan manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hukum Islam tidak terbatas 
pandangannya pada konsekuensi-konsekuensi duniawi saja tetapi juga memandang 
konsekuensi-konsekuensi akhirat, yakni konsekuensi hidup setelah kehidupan dunia 
ini berakhir kelak. 
6. Dari Segi Pembidangan 
Dalam hukum Islam terdapat pembidangan yaitu; (1) ibadah, (2) muamalah. 
Pembidangan ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan., bidang muamalah 
mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat. 
Sedangkan pembidangan dalam hukum Barat bersifat induvidualisme dan 
liberalitis serta terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. 
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7. Dari Segi Hak dan Kewajiban  
Mengenai hak dan kewajiban, perbandingan antara hukum Islam dan hukum 
Barat yaitu, dalam sistem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak sedang 
dalam hukum barat hak didahulukan dari kewajiban. 
8. Dari Segi Norma atau Kaidah 
Dalam sistem hukum Islam ada lima macam kaidah atau norma hukum yang 
dirangkum dalam istilah al-ahkam al-khasam. Kelima kaidah itu adalah; 
(1) Fard (kewajiban), 
(2) Sunnat (anjuran), 
(3) Ja’iz atau mubah atau ibaha (kebolehan),  
(4) Makruh (celaan), dan 
(5) Haram (laranga). 
Sedangkan dalam hukum Barat (Perundang-undangan) yang berasal dari 
hukum Romawi itu, dikenal tiga norma tau kaidah yakni; 
(1) Impere (perintah), 
(2) Prohibere (larangan), dan 
(3) Permittere (yang dibolehkan).54 
 
 
                                                             
54
 Muhammad Ali Daud, Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 208-221. 
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B. Analisis Perbandingan tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam 
Undang-Undang dan Syariat Islam  
Pengertian Hak dan Kewajiban 
Hak adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Sedangkan kewajiban 
berasal dari bahasa arab yaitu wajib, yang berarti sesuatu yang  harus dikerjakan 
apabila dilaksanakan mendapat pahala dan berdosa jika ditinggalkan. Kewajiban yang 
dimaksud di sini ialah suatu kewajiban yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu, 
kondisi , dan keadaan tertentu.55 
Jadi dalam hal hak dan kewajiban suami istri dapat dipahami bahwa hak 
suami adalah kewajiban istri, sedangkan hak istri adalah kewajiban suami, dan 
begitupula sebaliknya dalam hal kewajiban masing-masing  
Telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Perundang-
Undangan dan Syariat Islam di bab sebelumnya dari data tersebut penulis 
menemukan beberapa persamaan dan perbandingan diantara hukum tersebut, 
diantaranya; 
1. Persamaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan 
dan Syariat Islam  
Persamaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan dan 
Syariat Islam ialah: 
a. Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang dan Syariat Islam sama-
sama diilhami ajaran Islam dikarenakan ajaran itu telah melembaga dilingkungan 
masyarakat luas. 
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 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fiqhi II, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 108  
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b. Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang perkawinan dan 
Syariat Islam memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membina keluarga yang 
bahagia, kekal, abadi, dan berdasarkan Agama Islam.  
2. Perbedaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan 
dan Syariat Islam 
Perbedaan yang terpenting antara syariat islam dan Undang-undang adalah: 
1. Dari segi unsur kejiwaan  
Unsur ini dalam Syariat Islam adalah yang paling kuat dibandingkan dengan 
perundang-undangan atau peraturan lainnya di seluruh dunia. Karena Syariat Islam 
menjadikan unsur kejiwaan itu menjadi suatu bagian yang terpenting dalam segala 
nas peraturan dan pada tiap-tiap kaidah pelaksanaan peraturan itu, baik dalam bentuk 
umum untuk detail-detailnya. Itu adalah disebabkan, Karena Islam mewajibkan atas 
setiap muslim untuk menyesuaikan akhlaknya, adat istiadat, peradaban, 
pergaulannya, perhubungannya dengan orang lain, dan tiap-tiap apa yang datang dari 
dirinya (perbuatan atau perkataannya), harus sesuai dengan cara-cara yang ditentukan 
Islam semata-mata, menurut kehendak yang telah ditetapkan oleh Agama Islam. Dan 
manakala Syariat Islam itu, ialah berupa kumpulan perintah-perintah dan larangan, 
dan berpedoman kepada apa yang dibawa Agama Islam, maka itu berarti bahwa tiap-
tiap nas dari nas-nas Syariat Islam, berdiri diatas agama, dan kembali kepada agama 
itu, serta berhubungan erat dengan pandangan-pandangan hidup individu-individu, 
berhubungan pula dengan iman-iman mereka, dan menyentuh hati serta jiwa mereka. 
Bukan demikian halnya dengan Perundang-undangan buatan manusia, apabila 
umpamanya ia berdiri diatas nas Agama, atau akhlak, atau adat istiadat, berdiri 
pulalah di sampingnya ratusan nas-nas (teks-teks) yang memperturutkan kehendak 
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para hakim pemerintah dan penguasa-peguasa, maka karenanya unsur-unsur kejiwaan 
itu tidak mungkin untuk mendapatkan peranan yang penting dalam daerah 
perundang-undangan ciptaan manusia itu, kecuali sedikit.   
Apa yang telah kita kenal ialah, bahwa asas-asas Perundang-undangan ciptaan 
manusia di Eropa, seluruhnya, adalah Perundang-undangan Rumawi. Dan Perundang-
undangan ini telah didapat dengan sempurna sebelum lahirnya Agama Masehi. 
2. Dari segi moral 
Syari‟at memandang moral yang tinggi, sebagai tiang yang terpenting, yang 
karenanya dapatlah ditegakkan masyarakat. Oleh sebab itu, Syariat sangat 
mementingkan sekali untuk menjaga moral. Demikian kerasnya penjagaan itu, 
sehingga Syari‟at Islam memberikan hukuman bagi segala perbuatan yang melanggar 
moral. Sedangkan undang-undang kurang memberi perhatian kepada moral (akhlak), 
kecuali bila kerusakan moral itu telah melekat pada individu-individu atau 
mengganggu keamanan atau melanggar aturan.  Contohnya akhlak istri kepada suami 
begitupula sebaliknya dalam undang-undang tidak menjelaskannya secara terperinci 
sedangkan di dalam Syariat Islam telah diatur bagaimana akhlak-akhlak istri dan 
suami secara terperinci sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya. 
3. Dari segi sumber  
Sumber Syariat Islam ialah Allah SWT. Karena Syariat itu berdiri diatas dasar 
Agama itu adalah dari Allah.  
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Allah berfirman dalam QS. Ali Imran/3 : 19:  
         . . . 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. . .56 
Adapun sumber Perundang-Undangan buatan manusia, maka mereka adalah 
manusia-manusia yang menyusun perundang-undangan itu sendiri. Dan sebagai 
resultaat (hasilnya) keadaan Syariat Islam itu datang dari sisi Allah, membawa 
kepada dua natijah. 
a) Baik pemerintah maupun masyarakat harus menghormati kaidah-kaidah 
Syariat itu dengan sesempurna-sempurnanya karena masing-masing dari mereka 
telah meyakini bahwa syariat itu adalah datang dari Allah. I‟tikad yang seperti ini 
membawa individu-individu kepada menaati kaidah-kaidah Syariat, karena taat 
itu ialah berarti mendekatkan diri kepada Allah sesuai menurut kaidah-kaidah 
Agama Islam. 
b)  Kaidah-kaidah Syariat Islam tetap utuh dan kekal (abadi), walaupun 
berubah kehakiman dan bertukar organisasi pemerintahan. Maka tidak 
berpengaruh terhadap syariat apakah bentuk kehakiman itu yang lama atau 
diperbaharui, apakah struktur negara itu Republik atau Kerajaan, maka itu semua 
tidak ada pengaruhnya sama sekali atas kaidah-kaidah Syariat. Karena kaidah 
Syariat tidak bergantung pada keadaan hakim dan tidak pula dengan susunan 
                                                             
56
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya. 
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pemerintahan, tetapi ia hanya bergantung pada Agama Islam, yaitu agama yang 
tidak berubah dan tidak tergantikan, sedangkan undang-undang ciptaan manusia 
yang disusun oleh hakim-hakim dan pembesar-pembesar untuk melindungi 
prinsip-prinsip yang mereka junjung, dan untuk melindungi kepentingan-
kepentingan mereka. Maka karenanya, Perundang-undangan menerima 
perubahan-perubahan untuk memenuhi hajat dan memang sudah naturnya (tabi‟i) 
tidak bersifat tetap, yaitu perubahan keadaan pemerintahan atau perubahan 
organisasi saja dapat membawa pula perubahan bagi undang-undang dan tentu 
berubah pula susunannya.57  
4. Dalam Undang-Undang mempunyai keterbatasan tidak dijelaskan secara rinci, 
hanya menyinggung hak dan kewajiban yang bersifat umum. Seperti halnya  dalam 
Undang-Undang Perkawinan pasal 34 ayat (1) dan (2) yang berbunyi (1) Suami wajib 
melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 
sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-
baiknya. Sedangkan Hak dan kewajiban suami istri dalam syariat Islam : 
a) Kewajiban suami menganjurkan kepada istrinya untuk menunaikan shalat, 
mendidik, mencurahkan cintanya kepada istrinya, serta pula menafkahi 
istrinya, yang meliputi : makanan, pakaian, dan rumah yang layak. Daripada 
itu suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. 
b) Kewajiban istri untuk menaati suaminya, mengurus makanan, pakaian, serta 
mencurahkan cintanya hanya kepada suaminya, dan mendidik anak-anaknya.  
                                                             
57
 Abdul Kadir Audah, Islam dan Perundang-Undangan, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1962), 
h. 34-40. 
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Dalam Syariat Islam mengatur secara menyeluruh dari segi moril dan materil 
dan juga mengatur bagaimana adab-adab suami terhadap istri begitupula sebaliknya.  
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 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari beberapa uaraian di atas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam 
perundang-undangan maupun syariat Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
Undang-Undang Perkawinan adalah undang-undang yang wajib ditaati dan 
dilaksanakan oleh semua warga negara yang telah dinyatakan harus tunduk pada 
hukum atau undang-undang itu. Syariat Islam adalah ketentuan ketentuan Allah untuk 
hambanya yang disampaikan kepada nabi Muhammad saw dengan melalui firmannya 
untuk kemaslahatan ummat manusia. Dan syariat Islam juga adalah syarat yang 
bertujuan untuk memelihara yang diperlukan (dharuri), dibutuhkan (haaji), dan untuk 
perbaikan (tahsini) ummat manusia seperti perkawinan.  
Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan seorang perempuan 
dan seorang laki-laki yang bukan muhrim. Perkawinan dalam syariat Islam adalah 
bertujuan untuk memeberikan instik (gazima) ummat manusia agar terhindar dari 
perbuatan maksiat, serta untuk memelihara kelanjutan hidup anak turunan ummat 
manusia. Dalam perkawinan kadang terjadi problema sosial dikarenakan tidak 
terpeliharanya/ terpenuhinya kebutuhan lahir batin kedua belah pihak, atau salah satu 
saja kebutuhan yang terpenuhi. Padahal dalam perundang-undangan dan syariat Islam 
telah mengatur hak dan kewajiban suami istri. 
Hak dan kewajiban suami istri dalam syariat Islam : 
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c) Kewajiban suami menganjurkan kepada istrinya untuk menunaikan shalat, 
mendidik, mencurahkan cintanya kepada istrinya, serta pula menafkahi 
istrinya, yang meliputi : makanan, pakaian, dan rumah yang layak. Daripada 
itu suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. 
d) Kewajiban istri untuk menaati suaminya, mengurus makanan, pakaian, serta 
mencurahkan cintanya hanya kepada suaminya, dan mendidik anak-anaknya. 
Dengan demikian hak istri untuk mendapatkan peladenan yang baik. 
Hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan hanya 
menyebutkan beberapa hak dan kewajiban secara umum sedangkan dalam syariat 
Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara mendetail. Sehingga menurut 
penulis lebih efisian jika pemerintah menerapkan hak dan kewajiban suami istri 
dalam syariat Islam dalam masyarakat.    
B. Implikasi Penelitian 
1. Diharapkan kepada setiap orang tua yang mempunyai anak laki-laki atau 
anak perempuan mengawinkan anaknya setelah memodali kesanggupan 
fisik, jiwa, serta ilmu pengetahuan kehidupan keluarga, agar tujuan 
perkawinan tercapai sebagaimana yang diharapkan. 
2. Diharapkan kiranya para orang tua dalam memelihara calon pasangan hidup 
anaknya didasarkan atas suka sama suka antara laki-laki dan perempuan 
sehingga dengan demikian mereka dapat dengan suka rela menunaikan 
kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. 
3. Diharapkan laki-laki maupun perempuan mempersiapkan modal, fisik, jiwa 
dan pengetahuan hidup berkeluarga agar setelah berkeluarga dapat 
menyelesaikan setiap problema keluarga yang sewaktu-waktu timbul. 
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4. Kebahagiaan hidup berumah tangga banyak ditentukan oleh kekuatan 
beragama masing-masing pihak, untuk itu orang tua/ pemuda pemudi harus 
memilih pasangan hidup dari orang-orang taat beragama.   
5. Dalam syariat Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara 
mendetail. Sehingga menurut penulis lebih efisian jika pemerintah lebih 
menerapkan dan hak dan kewajiban suami istri dalam syariat Islam dalam 
masyarakat.    
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